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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah  

 Perusahaan dan pekerja/ buruh memiliki keterkaitan yang sangat dekat. 

Keterkaitan antara keduanya tentu karena suatu perusahaan memerlukan buruh 

untuk dapat menjalankan kegiatannya. Bisa dibilang dalam hal ini buruh 

merupakan salah satu indikator penting dalam kesuksesan dunia usaha khususnya 

perusahaan. Perusahaan takkan berjalan tanpa adanya buruh sebagai penggerak di 

perusahaan tersebut, di sisi lain buruh yang bekerja di suatu perusahaan juga tentu 

menggantungkan hidupnya melalui upah yang diterima dari perusahaan.  

 Buruh atau pekerja di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 

2003 (UU) diarttikan sebagai “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 

guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat”. UU No 13 Tahun 2003 telah mengatur ketentuan-

ketentuan yang harus dipatuhi baik oleh pekerja maupun pengusaha. Aturan-aturan 

tersebut tentu bertujuan untuk menciptakan iklim yang baik bagi dunia usaha di 

Indonesia. Undang-undang tersebut juga mengatur mengenai hak-hak yang harus 

dipenuhi oleh pihak pengusaha maupun pihak buruh. Misalnya tentang upah yang 

harus tetap diberikan kepada buruh yang tidak melaksanakan pekerjaannya karena 

melaksanakan tugas negara. Atau ketentuan-ketentuan lain dimana hak-hak 

tersebut harus dipenuhi karena menyangkut hubungan antar sesama manusia.  
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 UU No 13 Tahun 2003 telah memaparkan konsep yang jelas terkait 

konsekuensi dari hubungan hukum yang terjalin antara pengusaha dengan pekerja. 

Konsep tersebut tercantum dalam Pasal 93 UU No 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yang secara jelas menyatakan bahwa buruh tidak akan 

memperoleh upah dari majikan ketika buruh tidak melakukan pekerjaannya. Hal 

ini tentu ada benarnya, karena hubungan yang terjalin antara pengusaha dengan 

pekerja adalah hubungan yang saling menguntungkan. Ketika pekerja tidak dapat 

memberikan andil dalam berjalannya kegiatan usaha, maka pengusaha berhak 

untuk memotong upah yang seharusnya diberikan kepada buruh yang 

bersangkutan.  

 Akhir tahun 2019 menjadi sejarah baru dalam kehidupan bangsa 

Indonesia juga dunia. Pandemi yang bermula dari kota Wuhan China,
1
 sudah 

mulai menyebar ke seluruh belahan dunia. Akibatnya banyak kegiatan yang 

terhambat dan tak bisa dijalankan selama pandemi tersebut. Pandemi covid-19 

tersebut telah banyak membawa perubahan dalam kehidupan umat manusia. Tak 

terkecuali masalah ketenagakerjaan, pandemi yang berlangsung lama ini 

mengakibatkan banyak pengusaha mengurangi hak-hak yang seharusnya diberikan 

kepada karyawannya. Upah yang sebelumnya di atas Upah Minimum Kabupaten/ 

Kota (UMK), dipangkas hingga batas minimal UMK.  Banyak pula perusahaan 

yang menurun pemasukannya dan kemudian melakukan efisiensi atau 

                                                             
1 Winariani, et.al, Jurnal Respirologi Indonesia, Majalah Resmi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 

Vol 40 No 2, (April 2020), hal 120.  
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pengurangan jumlah pekerja, sebagian bahkan sampai melakukan Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) massal kepada karyawannya.  

 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah 

memaksa masyarakat untuk memasuki era kehidupan baru dengan standar 

kesehatan demi mencegah peningkatan angka baru kasus corona. Kondisi tersebut 

tentu membuat banyak pengusaha kalang kabut. Aktivitas yang padat di dalam 

perusahaan dipaksa untuk mentaati protokol kesehatan sesuai edaran pemerintah. 

Protokol kesehatan yang dikeluarkan mewajibkan social distancing, sementara 

kegiatan produksi di perusahaan membutuhkan tenaga banyak karyawan. Dengan 

keadaan demikian akhirnya banyak perusahaan yang melabrak aturan yang sudah 

diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  

 Berbicara mengenai merumahkan buruh, sebenarnya UU No 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengenal istilah tersebut. Istilah merumahkan 

buruh baru diatur dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-

907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja 

Massal (butir f). Dalam Surat Edaran tersebut pengusaha diwajibkan untuk tetap 

membayar upah pokok dan tunjangan tetap terhadap buruh selama buruh tersebut 

dirumahkan. 

 Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, 

sejak awal pandemi melanda hingga bulan April 2020 sebanyak 1,2 juta orang 

telah kehilangan pekerjaannya karena terkena PHK dan dirumahkan oleh 
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perusahaan.
2
 Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), 

pada Maret 2020 jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai angka 9,78 persen 

atau setara dengan 26,42 juta orang. Angka tersebut meningkat sebesar 1,63 juta 

orang sejak bulan September 2019.
3
 Peningkatan angka kemiskinan selama 

pandemi merupakan bukti nyata bahwa ekonomi bangsa tidak sedang baik-baik 

saja. Di dunia ketenagakerjaan banyak pekerja-pekerja yang kehilangan 

pekerjaannya karena perusahaan tempatnya bekerja menilai pandemi sebagai 

bencana dahsyat yang menyebabkan berkurangnya pendapatan perusahaan 

sehingga oleh pengusaha dijadikan alasan untuk melakukan efisiensi terhadap para 

pekerjanya.  

 Salah satu kasus buruh yang dirumahkan adalah kasus di pabrik Unilever 

Indonesia Tbk Cikarang. Sejumlah karyawan di pabrik tersebut dinyatakan positif 

covid-19 yang menyebabkan perusahaan merumahkan seluruh karyawannya dan 

pabrik Unilever tersebut telah ditutup sejak tanggal 26 Juni lalu hingga jangka 

waktu yang belum ditentukan.
4
 Sementara itu kasus merumahkan karyawan 

lainnya juga terjadi di Kota Solo. Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian 

(Disnakerperin) Solo melaporkan bahwa selama pandemi covid-19 berlangsung 

                                                             
2 Ayomi Amindomi, 2020, “Virus Corona: Gelombang PHK di Tengah Pandemic Covid-19 

Diperkirakan Mencapai Puncak Bulan Juni, Kartu Prakerja Dianggap Tak Efektif”, dalam 
https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/indonesia-52218475.amp, diunduh Kamis, 17 

September 2020 pukul 00:14 . 
3 Badan Pusat Statistik, 2020, Presentase Penduduk Miskin Maret 2020 Naik Menjadi 9,78 persen, 

dalam bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/presentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-

9-78-persen.html, diunduh Senin 6 September 2020 pukul 16:15. 
4 Nursita Sari, 2020, Kasus Covid-19 di Pabrik Unilever Cikarang: 21 Orang Positif hingga Ratusan 

Karyawan Dirumahkan, dalam 

https://https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/megapolitan/read/2020/07/02/18445/kasus-

covid-19-di-pabrik-unilever-cikarang-21-orang-positif-hingga, diunduh 19 September 2020 pukul 

21:20.  

https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/indonesia-52218475.amp
https://https/www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/megapolitan/read/2020/07/02/18445/kasus-covid-19-di-pabrik-unilever-cikarang-21-orang-positif-hingga
https://https/www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/megapolitan/read/2020/07/02/18445/kasus-covid-19-di-pabrik-unilever-cikarang-21-orang-positif-hingga
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tercatat ada sebanyak 2.569 pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan. Angka 

tersebut merupakan akumulasi kasus PHK dan merumahkan karyawan yang 

tercatat hingga Agustus 2020.
5
 

 Jika dengan kondisi sekarang pengusaha melakukan PHK  terhadap 

karyawannya, maka mengacu kepada aturan di dalam UU No 13 Tahun 2003 pasal 

156 ayat (1), apabila terjadi PHK terhadap buruh maka pengusaha wajib untuk 

membayar uang pesangon. Penghitungan uang pesangon diatur pada pasal 

selanjutnya yaitu tergantung lama bekerja buruh yang bersangkutan.
6
  

 Lain halnya apabila status buruh masih sebagai karyawan yang bekerja di 

suatu perusahaan, namun akibat pandemi buruh tersebut tidak dipanggil untuk 

bekerja atau dalam kata lain diliburkan, maka sesuai ketentuan yang ada buruh 

tersebut harus tetap mendapatkan hak-hak nya sebagai karyawan serta mendapat 

upah sesuai ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Namun tentu saja upah 

yang dibayarkan selama buruh dirumahkan akan terus berkurang seiring waktu, 

dan selama itu pula buruh berada dalam ketidakjelasan akan statusnya yang ujung-

ujungnya bisa saja terkena PHK oleh perusahaan. Dengan demikian maka tentu 

saja ketika buruh dirumahkan ini akan sangat merugikan buruh itu sendiri. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut tentang “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH 

                                                             
5 Muhammad Ismail, 2020, 2569 Karyawan Kena PHK dan Dirumahkan, Disnakerperin Solo Beri 

Pendampingan, dalam https://www.google,com/amp/s/timlo.net/baca/109424/2-569-karyawan-kena-

phk-dan-dirumahkan-disnakerperin-solo-beri-pendampingan/amp/, diunduh Sabtu 19 September 2020 

pukul 21.30.  
6 Op.Cit. hal.1 

https://www.google,com/amp/s/timlo.net/baca/109424/2-569-karyawan-kena-phk-dan-dirumahkan-disnakerperin-solo-beri-pendampingan/amp/
https://www.google,com/amp/s/timlo.net/baca/109424/2-569-karyawan-kena-phk-dan-dirumahkan-disnakerperin-solo-beri-pendampingan/amp/
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YANG DIRUMAHKAN Akibat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”.  

1.2. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Pembatasan  

Penelitian ini membahas praktik merumahkan karyawan oleh pengusaha 

yang diakibatkan kerugian perusahaan selama pandemi covid-19.  

Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas, untuk 

mempermudah pemahaman dan pembahasan permasalahan yang akan diteliti, 

maka rumusan masalah penulisan skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap buruh yang dirumahkan akibat 

pandemi covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan? 

2. Apakah praktik merumahkan buruh selama pandemi covid-19 telah sesuai 

dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan  

a. Merumuskan perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap buruh yang 

diliburkan atau dirumahkan selama pandemi covid-19 berdasarkan UU No 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  
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b. Menganalisis kesesuaian praktik merumahkan buruh selama pandemi dengan 

aturan yang ada di dalam UU No 13 Tahun 2003.  

 

 

1.4. Manfaat Hasil Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, manfaat dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberi manfaat dalam 

pengembangan teori dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

mengenai praktik merumahkan buruh.  

b. Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat menambah wawasan penulis 

mengenai praktik merumahkan buruh selama pandemi covid-19.  

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat menjadi pedoman dalam 

melakukan tindakan merumahkan karyawan ketika terjadi sesuatu yang tidak 

terduga seperti pandemi covid-19.   

b. Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat menjadi pedoman dalam 

mengambil upaya hukum bagi buruh yang dirumahkan akibat Covid-19. 

c. Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat menjadi acuan bagi pemerintah 

dalam menetapkan kebijakan agar tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan.  
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Pandemi covid-19 

Penurunan Ekonomi Mikro 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Penurunan Omset Dunia Usaha 

Rasionalisasi dan Pengurangan Hak-Hak Buruh  

1.5. Hipotesis  

Dari topik dan perumusan masalah di atas, maka hipotesisnya dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

a. Belum ada konsep yang jelas mengenai perindungan hukum bagi buruh yang 

dirumahkan selama pandemi covid-19. 

b. Praktik merumahkan buruh yang dilakukan selama Pandemi Covid-19 tidak 

sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh UU No 13 Tahun 2003. 

1.6. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini memuat uraian mengenai teori 

yang bersumber dari berbagai literatur atau sumber pustaka yang berfungsi 

memberikan panduan bagi penulis memahami permasalahan yang dianalisis dalam 

penulisan skripsi. Secara rinci kerangka pemikiran dapat digambarkan melalui 

bagan sebagai berikut:  

Gambar 1.1  
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Pandemi covid-19 dimaksudkan sebagai akar dari munculnya berbagai 

masalah sosial di lingkungan masyarakat Indonesia belakangan ini. Pandemi yang 

berlarut memaksa pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan untuk 

menahan laju penyebaran virus tersebut. Dikarenakan penyebarannya yang sangat 

cepat, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB yang sempat berbulan-

bulan diberlakukan di awal penyebaran pandemi covid-19. Penetapan PSBB 

tersebut dirasa paling berdampak besar terhadap sektor perekonomian.  

Akibat pandemi tersebut perekonomian masyarakat Indonesia secara 

keseluruhan mengalami penurunan drastis. Begitu pula dengan ekonomi mikro, 

dalam lingkup yang lebih kecil, dunia usaha juga mengalami penurunan omset 

akibat barang hasil produksi yang tidak lagi tinggi permintaannya di pasaran.  

Menurunnya omset dunia usaha membuat para pelaku usaha menyusun 

strategi jitu agar omset usahanya tidak terlampu jauh terpelosok akibat pandemi 

covid-19. Kemudian permasalahan yang timbul akibat praktik merumahkan 

karyawan selama pandemi akan dianalisis menggunakan norma hukum yang ada 

dalam UU No 13 Tahun 2003.  

1.7. Metode Penelitian  

a) Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif adalah penelitian yang bertujuan 

untuk melakukan pengujian terhadap suatu teori, menemukan jawaban mengapa 
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sesuatu dapat terjadi. Penelitian eksplanatif bertujuan untuk memperoleh 

jawaban terhadap sesuatu yang belum diketahui.  

b) Metode Pendekatan yang Digunakan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis 

Empiris.  yaitu dengan melihat implementasi hukum di dalam kehidupan nyata 

melalui fakta-fakta empiris yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini akan 

melihat implementasi dari peraturan perundang-undangan terkait 

ketenagakerjaan khususnya dalam praktik merumahkan karyawan.
7
   

c) Lokasi penelitian  

Dalam penelitian ini adalah Kota Surakarta. Pertimbangan penulis 

memilih lokasi penelitian di Kota Surakarta adalah karena sesuai dengan judul 

penelitian yang diambil.   

d) Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang berada dalam 

teritorial wilayah Kota Surakarta. Dengan sampel penelitian adalah buruh 

perusahaan yang dirumahkan selama pandemi covid-19. 

e) Teknik pengambilan sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

probability sampling. Dengan demikian semua unsur populasi yang ada 

memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian.  

                                                             
7Parta Setiawan, 2020, Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, 

Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli, dalam  Gurupendidikan.co.id/metode-penelitan-hukum/, 

diunduh Sabtu 12 Agustus 2020 pukul 23:41 WIB.  
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f) Sumber Data  

Sumber yang digunakan sebagai rujukan antara lain adalah: 

1) Bahan hukum primer,  

 Bahan hukum yang diperoleh langsung tanpa perantara dari sumber 

pertama yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berkaitan 

dengan hal ini, bahan hukum primer diperoleh dari hasil kuesioner dan 

wawancara dengan buruh dirumahkan yang ada di wilayah Kota 

Surakarta. 

 Serta bahan hukum primer yang diambil dari aturan hukum mengikat 

yang meliputi: 

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Tahun 1945 sebagai norma dasar. 

2. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan-Ketetapan Majelis 

Permusayawaratan Rakyat yang berkedudukan sebagai peraturan dasar.  

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

4. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 

tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal. 

5. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 

tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal. 

6. Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan judul 

penelitian yang diambil.  
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2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki kaitan erat 

dengan bahan hukum primer yang juga membantu menjelaskan bahan 

hukum primer seperti rancangan undang-undang, jurnal, artikel ilmiah, dan 

karya-karya lain di bidang hukum dan berkaitan dengan ketenagakerjaan.  

3) Bahan hukum tersier 

Merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder. Antara lain 

seperti: Kamus, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia. Atau bahan-bahan lain di 

luar bidang hukum seperti ekonomi, filsafat, psikologi, teknik dan lainnya 

yang dapat menunjang penelitian.  

g) Metode pengumpulan data 

a. Studi kepustakaan 

Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dilakukan dengan 

mengumpulkan data sekunder yang berupa dokumen-dokumen resmi, serta 

hasil penelitian sebelumnya yang nantinya digunakan sebagai acuan untuk 

mengidentifikasi masalah yang sedang diteliti sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  

b. Penelitian lapangan  

Dalam penelitian lapangan yang dilakukan, peneliti akan melakukan 

kegiatan wawancara langsung. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab 

langsung dengan responden atau secara tertulis melalui kuisioner. 
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Responden dalam penelitian ini adalah buruh/ pekerja di Kota Surakarta 

yang dirumahkan selama berlangsungnya pandemi covid-19.   

 Teknik wawancara:  

a. Menentukan sampel penelitian yang akan diajukan pertanyaan demi 

mengumpulkan data penelitian. Dalam hal ini sampel penelitian yang 

diambil adalah buruh dirumahkan yang berada di wilayah Kota 

Surakarta dengan teknik random sampling. Sehingga setiap buruh yang 

dirumahkan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel 

penelitian  

b. Menyusun pertanyaan yang akan diajukan kepada sampel penelitian.  

c. Menyiapkan alat perekam.  

d. Menanyakan identitas sampel agar data yang diperoleh dapat 

dipertanggung jawabkan.  

e. Berperilaku sopan agar mendapatkan citra positif dari sampel penelitian 

yang dituju dan informasi lebih mudah diperoleh.  

h) Metode analisis data 

Menganalisis data dalam penelitian hukum berarti menganalisis dan 

mensistematisasi data yang diperoleh dengan bahan hukum tertulis. Dalam 

penelitian ini metode analisis data yang digunakan yaitu induktif kualitatif. 

Diawali dengan membuat sebuah hipotesis kemudian mencari data-data yang 
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berkaitan dengan hipotesis tersebut sehingga menghasilkan suatu kesimpulan 

mengenai hipotesis yang ada.
8
  

i) Metode uji kesahihan (validitas) data  

Uji kesahihan (validitas) data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menyesuaikan praktik yang terjadi di lapangan terkait merumahkan buruh 

dengan ketentuan yang ada dalam UU 13 Tahun 2003.  

1.8. Jadwal Penelitian 

Tabel 1.1  

No  Unsur Pelaksana/ 

Waktu 

Bulan 

I II III IV V 

1.  Penyusunan 

Prapoposal 

                    

2.  Penyusunan Proposal                     

3.  Seminar Proposal                     

4.  Pengumpulan data                     

5.  Analisis Data                     

6.  Penyusunan Laporan                      

 

1.9. Sistematika Skripsi 

Hasil dari penelitian ini akan disusun dalam empat bab untuk memberikan 

gambaran secara luas, dan secara rinci memudahkan pembaca dalam memahami 

                                                             
8 Bambang Sunggono, 1997, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 

220. 
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isi serta inti yang ingin disampaikan penulis melalui pnelitian ini. Adapun rincian 

setiap bab yang tersusun secara sistematis dalam penulisan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka 

pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teoritis, dalam bab ini penulis akan menguraikan 

mengenai konsep hukum ketenagakerjaan, masalah dalam dunia ketenagakerjaan, 

perselisihan hubungan industrial, tinjauan umum tentang praktik merumahkan 

buruh, konsep perlindungan hukum  

Bab III Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis akan 

menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang berisi jawaban 

tentang apa yang menjadi jawaban pada rumusan masalah sebelumnya. 

Bab IV Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini penulis akan menguraikan 

kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari 

hasil penelitian dan pembahasan.
9
 

 

  

 

 

 

                                                             
9 Absori, et.al, 2015, Pedoman Penyusunan Skripsi, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, hal. 39.  


